c. membantu Bupati dalam melakukan evaluasi Kinerja
Keuangan Daerah;

d. menyediakan s:atistik keuangan Pemerintah Daerah;

e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;

f. mendukung penyelenggaraan sistem Informasi keuangan
daerah; dan

g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh

masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri dan Menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang

keuangan.

Bupati yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah

dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Selanjutnya ketentuan umum terkait Penerapan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE} dalam Pengelelaan Keuangan
Daerah, sebagai berikut:

L.

3.

Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis

elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan

sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan secara
bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan SPBE dalam Pengelolaarn Keuangan Daerah

menuntut perubahan paradigma dari yang sebelumnya

berorientasi alur dokumen menjadi aliran data dan informasi
secara elektronik. Hal ini berimplikasi pada hal-hal sebagai
berikut:

a. Otorisasi yang sah pada setiap tahapan dapat dilakukan
secara elektronik dengan prasyarat adanya oténtifikasi yang
andal pada setiap pejabat pengelola keuangan sebagai
pengguna yang unik.

b. Informasi, yang sebelumnya disampatkan melalui deckumen,
dapat disampaikan secara elektronik melalul tampilan (user
interface) dalam sistem yang memadai.

c. Integrasi antar sistem yang memungkinkan transfer data dan
informasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan
perundang- ur.dangan yang berlaku,

Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah harus

disertai hal- hal sebagai berikut:



a. Pengembangan kapasitas berupa kompetensi digital dan
budaya digital di semua lapisan pengelcla keuangan daerah.

b. Pengembangan proses bisnis berbasis elektronik sebagai
acuan penyusunan  petunjuk teknis pengelolaan keuangan

daerah, pengembangan sistem informasi, audit, pengawasan,
dan evaluasi.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk menciptakan sistem

Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan

setempat dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tuiuan

mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan

transparan,

1.

Ketentuan umum pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:
Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah secara
nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan  Daerah
dilaksanakan oleh:

a. Menteri bagi Pemerintah Daerah Provinsi;

b. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah

Kabupaten; dan
c. Bupati bagi perangkat daerah.

Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan
dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuail
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk evaluasi dilakukan melalui evaluasi kinerja
pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk mengevaluast
kemampuan Pemerintah Daerah beserta seluruh pihak pengelola
keuangan Pemerintalh Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Eva’uasi ini juga melihat proses pengelolaan keuangan daerah di semua
tahapannya dilakukan sesuai dengan norma dan kaidah yang telah

ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi kinerja dimaksud, sebagai berikut:



e

10.

il

a. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui
pengambilan  data langsung melalui observasi, diskusi, wawancara
mendalam, dan/atau penelaahan dokumen.

b. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara
menyeluruh baik dari sisi proses, sumber daya manusia,
infrastruktur dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi kinerja
pengelolaan keuangan Pemerintah Daeral.

c. Hal-hal teknis terkait dengan proses evalussi kinerja pengelolaan
keuangan Pemerintah Daerah, termasuk penentuan kriteria dan
indikatornya, akan diatur dalam petunjuk teknis zersendiri,

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesual dengan ketentuan

peraturan pe-undang-undangarn.

Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif,

efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati wajib menyelenggarakan

sistem pengend:zlian internal atas pelaksaraan kegiatan Pemerintahan

Daerah.

Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah menerapkém sistem  pemerintahan  berbasis

elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan

secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas

Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis

elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daeran secara terintegrasi

paling sedikit melipu:i:

a. penyvusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah
Daerah;

b. penyusunan rencana kerja SKPD;

C. penvusunan anggaran;

d. pengelolaan Pendapatan Daerah,;
e. peleksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
f. akuntansi dan pelaporan; dan

g. pengadaan barang dan jasa.
Sistem pemerintahan berbasis elektronilkk di bidang pengelolaan
keuangan daerah dikelola dalam satu dara melalui sistem informasi

pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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12. Peneraran satu data di bidang pengelolaan keuangan daerah wajib

13.

mempedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan, keuangan dacrah dan informasi pemerintahan lainnya.

Dalarz hal Pemerintah Daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
melakukan penurdaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas usulan

Menteri.

Plt=BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,
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